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ABSTRAK 
 

 
Riyona Yulia Pratiwi, 2006/73324, Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto 
Kabupaten Padang Pariaman 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih belum optimalnya 

pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sehingga belum tercapainya 
target penerimaan pajak bumi dan bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII 
Koto Kabupaten Padang Pariaman, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam 
pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta masih banyak masyarakat yang 
belum tepat waktu membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan 
bangunandi Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang pariaman 
dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan 
pemungutan pajak bumi dan bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto 
Kabupaten Padang Pariaman. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 
metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan tekhnik Purposive 
sampling. Jenis datanya data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui 
wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara 
triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, klasifikasi 
data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa secara 
umum, dapat dikatakan bahwa efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi 
dan bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten padang 
Pariaman pada tahun 2010 sudah efektif, hal ini terbukti dengan meningkatnya 
persentase pelunasan pajak bumi dan bangunan sebesar 72%. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan 
adalah a) Wajib pajak b) Aparat Pemungut Pajak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional 

dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah melalui 

fiskus memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada seluruh wajib pajak. Oleh karena itu, maka  pemahaman terhadap 

ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku mutlak 

diperlukan. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun 

dari beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak 

sangat potensil dan strategis sebagai sumber penghasilan Negara dalam rangka 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

 Berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1985 yang telah diperbarui 

dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

bahwa Pajak Bumi  dan Bangunan merupakan sumber dana yang cukup potensial 

sebagai sumber untuk mengisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak 

Bumi dan Bangunan adalah pajak pusat yang sebagian hasilnya digunakan untuk 

membiayai pembangunan Daerah. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan 

tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang 

berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 dan 

KepMenKeu no. 82/KMK.04/2000 tentang Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan:  

10 % (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat (6,5% dikembalikan lagi secara 

1 
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merata ke setiap kabupaten/kota dan 3,5% diberikan kepada kabupaten/kota yang 

mencapai target penerimaan sektor pedesaan dan perkotaan); 16,2 % (enambelas 

koma dua persen) untuk propinsi; 64,8 % (enampuluh empat koma delapan 

persen) untuk kabupaten/kota. 9 % (sembilan persen) untuk biaya pungut 

(diberikan kepada kabupaten/kota, propinsi, dan Ditjen Pajak). 

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah 

ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca 

APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negeri bersumber dari penerimaan 

dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri atas 

penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan migas 

dan penerimaan yang berasal dari pajak. 

Penyediaan kebutuhan seperti jalan, taman, sarana pelayanan umum 

lainnya memerlukan biaya yang dipungut dari warga negara/ masyarakat yang 

memanfaatkan dalam bentuk pajak. Pajak mempunyai fungsi antara lain untuk: 

1. Penerimaan negara dalam rangka membiayai pengeluaran yang dilakukan 

oleh pemerintah; 

2. Pemerataan pendapatan masyarakat; 

3. Stabilitas ekonomi (misalnya pengendalian inflasi) dan pertumbuhan 

ekonomi. 

Pajak sebagai sumber penerimaan dalam APBN dikelompokkan antara 

lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, cukai, ekspor, pajak 

bumi dan bangunan, pajak lainnya dan penerimaan bukan pajak. Khususnya untuk 

pajak bumi dan bangunan sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan 
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daerah. Objek yang dikenakan pada pajak bumi dan bangunan ini adalah nilai jual 

objek pajak bumi dan bangunan. Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah 

dilakukan pembagian sebagaimana diatur oleh undang-undang yaitu bagi 

pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. 

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diperbarui 

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau 

bangunan. Maksud dari bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada di 

bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pendalaman serta laut 

wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah 

konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau 

perairan-perairan. Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi dan bangunan 

adalah badan yang secara nyata: (1) Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau 

mempunyai manfaat atas bumi; (2) Memiliki, menguasai dan akan memperoleh 

mafaat atas bangunan. 

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh 

oleh daerah, sebagaimana terlihat masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada 

di dalamnya terutama masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran 

pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya. Seperti yang dikemukakan 

dalam Koran Padang Ekspres 5 Oktober 2010 Kesadaran masyarakat untuk 

membayar pajak masih belum maksimal. Hal ini terbukti dengan rendahnya 

persentase pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun ini. 
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Sejalan dengan hal tersebut untuk memacu pelunasan pajak bumi dan 

bangunan ini sebenarnya sudah ada usaha dari pemerintah daerah yaitu dengan 

memberikan reward sebagai Apresisasi bagi camat, kepala lurah/ wali nagari yang 

berhasil mengumpulkan Pajak Bumi Bangunan sesuai target.(harian joglosemar 

08/11/2009), hal ini akan menjadi motivasi bagi camat, kepala lurah/ wali nagari 

agar berhasil memenuhi target pencapaian pajak bumi dan bangunan dalam tahun 

pajak berjalan. Hal ini terbukti dengan adanya pencapaian target pajak bumi dan 

bangunan di Nagari Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan. Pemerintah nagari 

Alam Pauh Duo memberikan piagam serta reward sebesar 20 persen dari total 

pajak pokok sebagai Apresisasi bagi kepala jorong yang berhasil mengumpulkan 

Pajak Bumi Bangunan sesuai target (Padang Ekspres 12 Oktober 2010) 

Nagari Balah Aie adalah nagari yang mempunyai luas wilayah hampir dari 

setengah luas nagari merupakan tanah persawahan yang digunakan untuk 

pertanian. Hal ini berarti potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Nagari 

Balah Aie sangat besar. Dari observasi awal yang dilakukan dilokasi penelitian 

ditemukan bahwa pada tahun 2009 masih rendahnya penerimaan pajak bumi dan 

bangunan, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi 

dan bangunan, serta masih banyak masyarakat yang belum tepat waktu membayar 

pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan data sementara yang penulis peroleh dari 

kantor nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman 

terdapat target pajak  tahun 2009 sebesar Rp. 68.678.225 yang terealisasi baru 

sebesar Rp. 30. 698.174. sedangkan  target Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 

sebesar Rp. 66.037.336 yang terealisasi sebesar Rp. 47.891.261 (Wawancara 

dengan Sekretaris Nagari Balah Aie/Rospini Iriani, Tanggal 23 maret 2011).  
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Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan 

bangunan dapat disebabkan oleh banyak faktor. Menurut salah satu dari warga 

kurangnya partisipasi mereka terhadap pembayaran pajak ini adalah faktor 

ekonomi. Faktor lainnya seperti kurang pahamnya masyarakat terhadap arti dari 

pada pajak bumi dan bangunan dalam pembiayaan pembangunan dan  kurangnya 

bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan 

oleh aparatur nagari dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dengan 

didatanginya wajib pajak ke rumah tetapi hal tersebut belum maksimal karena 

ketidak mengertiannya wajib pajak dengan tata cara pembayaran pajak dan 

kurangnya kesadaran wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajibannya 

untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Wawancara dengan Sekretaris 

Nagari Balah Aie/Rospini Iriani, Tanggal 23 maret 2011). 

Salah satu perangkat nagari menyatakan bahwa masyarakat tersebut baru 

mau membayar pajaknya apabila mereka memerlukan bantuan saja. Misalnya 

pada saat sekarang ini adanya pencairan dana bantuan pembangunan  bagi korban 

gempa tahun 2009. Dana ini baru didapat apabila telah memenuhi syarat-syarat. 

Salah satu contoh syarat nya apabila pajak bumi dan bangunan telah dibayar. Jadi 

dengan adanya bantuan ini masyarakat dengan sadar membayar pajaknya sendiri 

tetapi apabila tidak ada keperluan lagi masyarakat tersebut melalaikan 

kewajibannya.  

Dengan fenomena tersebut dapat terlihat belum efektifnya pelaksanaan 

pemungutan pajak bumi dan bangunan, untuk itu penulis tertarik meneliti tentang  

“Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari 

Balah aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman” 
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B. Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

a. Belum maksimalnya pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan 

bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang 

Pariaman. 

b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi 

dan bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten 

Padang Pariaman. 

c. Masih banyak masyarakat yang belum tepat waktu membayar pajak 

bumi dan bangunan. 

d. Masih rendahnya penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di Nagari 

Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman. 

 
2. Pembatasan Masalah 

Mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis 

dan untuk mempertajam pembahasan masalah maka perlu dilakukan 

pembatasan masalah yaitu penelitian ini membahas tentang efektivitas 

pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan 

bangunan di nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang 

Pariaman. 
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3. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang masalah di atas dan untuk membatasi 

ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka masalah penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan 

bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang 

Pariaman? 

b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan 

pemungutan pajak bumi dan bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan 

VII Koto Kabupaten Padang Pariaman? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan 

bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang 

Pariaman. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 

pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Nagari Balah Aie 

Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman. 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

konsep ilmu administrasi secara umum dan administrasi perpajakan secara 

khusus. 
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2. Secara praktis, Diharapkan dapat memberikan input kepada pimpinan atau 

pejabat instansi yang terkait terutama dalam mengoptimalkan penerimaan 

pajak bumi dan bangunan. 

3. Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat 

terhadap masalah perpajakan. 



 

BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 
A. Kajian Teoritis 

1. Konsep Efektivitas  

a. Pengertian  

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya 

adalah berhasil. Secara umun dapat diartikan bahwa efektivitas adalah tingkat 

pencapaian tujuan organisasi.  

Menurut Hidayat dalam Danfar (2009) yang menjelaskan bahwa 

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 

(kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase 

target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya 

Siliss dalam Tamrin (2010) mengatakan bahwa efektivitas adalah 

keseimbanagan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, 

kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia. 

Sondang P. Siagian dalam Othenk Planet (2008:1) memberikan 

defenisi efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana 

dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk 

menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. 

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran 

yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti 

semakin tinggi efektivitasnya. Abdurahmat dalam Othenk Planet (2008:1) 

menjelaskan pengertian efektivitas sebagai pemenfaatan sumber daya, sarana 

9 
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dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya 

untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. 

The Liang Gie dalam Sambas (2009) mengemukakan bahwa 

efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan 

oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan. Sedangkan menurut 

Gipson dalam Sambas (2009) efektivitas adalah konteks perilaku organisasi 

merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efeisiensi, fleksibilitas, 

kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan. 

Berdasarkan dua pendapat ahli diatas dapat diketahui bahwa 

efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu 

memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam 

mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan 

tingkat ketercapainya tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan 

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Sementara itu Georgepoulus dan Tenenbaum dalam Ruswati (2005:2) 

berpendapat bahwa konsep efektivitas kadang-kadang disebut sebagai 

keberhasilan yang biasanya digunakan untuk menunjukkan pencapaian 

tujuan. Chester I. Bernard dalam Ruswati (2005:2) mendefenisikan efektivitas 

sebagai pencapaian sasaran yang disepakati usaha bersama. Tingkat 

pencapaian itu menunjukkan tingkat efektivitas. Definisi lain yang dijadikan 

acuan ialah menurut Emerson dalam Ruswati (2005:2) yang menyatakan 

bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jelaslah bila sasaran atau tujuan 
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telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, hal ini dikatak 

efektif. Jadi apabila tujuan atau sasaran tidak sesuai dengan yang telah 

ditentukan, maka pekerjaan itu dikatakan tidak efektif 

Dari bermacam-macam pendapat diatas terlihat bahwa efektivitas 

lebih menekankan pada aspek tujuan dari suatu organisasi, jadi jika suatu 

organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat 

dikatakan telah mencapai efektivitas. Dengan demikian efektivitas pada 

hakekatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu ukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, waktu) yang telah 

dicapai yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. 

Efektivitas dapat ditentukan dengan merujuk pada kemampuan untuk 

memiliki tujuan yang tepat atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan . 

efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencaoaina tujuan 

atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, 

daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna. 

Dalam konsep efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan 

bangunan unsur yang penting adalah pencapaian tujuan, seberapa jauh target 

yang telah dicapai. Tujuan merupakan harapan yang dicita-citakan atau suatu 

kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses. Dengan demikian 

efektivitas pada hakekatnya berorientasi pada efek, tingkat dan derajat 

keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 
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Jadi pengertian efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan 

banguna adalah sejauh mana target yang telah dicapai dalam pelaksanaan 

pemungutan pajaka bumi dan bangunan. 

 
b. Indikator Efektivitas 

Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kerja yang dijalankan 

maka diperlukan indikator-indikator untuk melihat serta mengukur hasil yang 

telah dicapai. Indikator dalam penelitian ini yaitu: 

Richard M. Steers dalam Ruswati (2005) yang mengemukakan bahwa 

pada dasarnya cara yang baik untuk meneliti efektivitas ialah dengan 

memeperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan 

1) Paham mengenai otomasi tujuan 

Ekeftivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu nagari 

berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai dalam pemungutan pajak 

bumi dan bangunan.oraganisasi barhasil mencapai tujuan yang layak 

dicapai. Efektivitas harus dinilai dari tujuan yang bisa dilaksanakan dalam 

arti sampai sejauh manakah tujuan bisa tercapai. 

2) Perspektif sistematika 

Penggunaan perspektif system menekankan pentingnya arti 

interaksi anatara aparat wali nagari dan masyarakat. Jadi dalam penelitian 

ini perpektif sistematika dilihat dari hubungan antara aparat wali nagari 

dan masyarakat. 
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3) Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi 

Jika ingin mendapat gambaran lebih jelas mengenai faktor-faktor 

penentu efektivitas, maka yang harus diamati adalah tingkah laku para 

pelaksananya (aparat nagari dalam pemungutan pajak bumi dan 

bangunan) 

Dimas Estu Hapsoro (2008:5) mengemukakan beberapa indikator 

tentang efektivitas kerja, yaitu: 

1) Hasil yang dicapai 

Indikator ini diartikan bahwa pelaksanaan tugas atau pekerjaan 

harus dapat diselenggarakan secara cepat, tepat, berhasil guna dan berdaya 

guna serta melebihi dari standar yang ditentukan baik dalam kuantitas 

maupun kualitasnya. 

2) Perilaku kerja pegawai 

Indikator ini berkaitan dengan perilaku pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya. Penilaiannya dapat diukur dari penguasaannya 

akan tugas yang diberikan, keterampilan dan pengalaman kerja yang 

dimiliki, keseriusan melaksanakan tugas serta kemampuan berkomunikasi 

dengan pihak lain. 

Gipson dalam Sambas (2009:2) mengugkapkan tiga pendekatan 

mengenai efektivitas yaitu: 

1) Pendekatan tujuan 

Menurut pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudkan 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendekatan tujuan menekankan 
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peranan sentral dari pencapaian tujuan sebagai kriteria untuk menilai 

efektivitas serta mempunyai pengaruh yang kuat atas pengembangan teori 

dan praktek manajemen dan perilaku organisasi, tetapi sulit memahami 

bagaimana melakukannya. 

2) Pendekatan Teori Sistem 

Teori sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar masukan-

proses-pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih 

luas yang menopang organisasi, dimana organisasi menjadi bagiannya. 

Konsep organisasi sebagian suatu sistem yang berkaitan dengan sistem 

yang lebih besar memperkenalkan pentingnya umpan balik yang 

ditujukan sebagai informasi mencerminkan hasil dari suatu tindakan atau 

serangkaian tindakan oleh seseorang, kelompok atau organisasi. 

3) Pendekatan Multiple Constituency 

Pendekatan ini adalah perspepktif yang menekankan pentingnya 

hubungan relatif di antara kepentingan kelompok dan individual dalam 

suatu organisasi. Dengan pendekatan ini memungkinkan pentingnya 

hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam 

suatu organisasi.  

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada 

pendapat Richard M. Steers dalam Ruswati (2005) yang mengemukakan 

bahwa pada dasarnya cara yang baik untuk meneliti efektivitas ialah dengan 

memeperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan 

yaitu Paham mengenai otomasi tujua, perpektif sistematika, Tekanan pada 

segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. 
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2. Pajak 

a. Pengertian Pajak 

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau 

negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali potensi dalam negeri. 

Pengertian pajak secara awam merupakan iuran dalam bentuk uang (bukan 

barang) yang dipungut oleh pemerintah (negara) dengan suatu peraturan 

tertentu (tarif tertentu) yang selanjutnya digunakan untuk pembiayaan 

kepentingan-kepentingan umum. 

Ada beberapa definisi pajak dan pendapat mengenai makna pajak. 

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.dalam bukunya 

“dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan” (1990:5) adalah sebagai 

berikut: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-

undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. 

Definisi tersebut, kemudian disempurnakan dalam buku pajak 

pembangunan (R. Santoso Brotodihardjo, 1993), sebagai berikut: pajak adalah 

peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk “public saving” yang 

merupakan sumber utama untuk membiayai “public investment”. 

Definisi pajak menurut S.I Djajadiningrat (Slamet Munawir,1992, h.3) 

adalah sebagai berikut: pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian 

daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan 
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perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai 

hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, 

untuk memelihara kesejahteraan umum.   

Menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan 

tata-tata cara perpajakan: Pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.” 

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang 

ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak: 

1) Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), 

berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 

2) Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra 

prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara 

jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu. 

3) Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari 

Negara. 

4) Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus 

digunakan untuk “ public intvestmen”. 

5) Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan kejadian dan perbuatan 

yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang. 

6) Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgetair yaitu mengatur. 
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b. Fungsi Pajak 

Pajak merupakan iuran rakyat yang berfungsi untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara untuk kepentingan umum. Namun demikian, 

fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (Valentina Sri S 2003:4) 

1) Fungsi pendanaan/ sumber keuangan Negara (Budgetair) yaitu pajak 

berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah. Ditunjukkan dengan masuknya pajak ke dalam Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah memungut pajak 

terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran baik bersifat rutin maupun 

untuk pembangunan.  

2) Fungsi mengatur (Regulair) yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk 

mengatur/melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. 

Disamping untuk memasukkan uang sebanyak mungkin untuk kegunaan 

khas negara, pajak harus dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk 

turut campur tangan dalam hal mengatur dan, bila mana perlu, mengubah 

susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. 

 
c. Syarat Pemungutan Pajak 

Dalam rangka pemenuhan rasa keadilan maka penyusunan Undang-

undang pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Adam smith 

dalam bukunya Wealth of Nations (Rocmat Soemitro, 1990) ada empat syarat 

untuk tercapainya peraturan pajak yang adil, yaitu: 
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1) Equality and equity 

Equality atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama 

atau orang yang berada dalam keadaan yang sama  harus dikenakan pajak 

yang sama. 

Fungsi equity atau kepatuhan adalah: 

a) Jus adjuvandi, untuk menyesuaikan hukum 

b) Jus spplendi, untuk menambah hukum 

c) Jus corrigenda, untuk mengoreksi hukum 

Mungkin suatu ketentuan hukum dalam Undang-undang secara umum 

sudah dirasa adil karena sudah memenuhi syarat yang sama, diperlukan secara 

sama (equality), namun ada kalanya apa yang dikatakan adil secara umum 

belum tentu adil dalam kasus tertentu. 

2) Certainty atau kepastian hukum 

Kepastian hukum merupakan tujuan setiap undang-undang. Dalam 

pembuatannya, harus diupayakan supaya ketentuan yang dimuat dalam 

Undang-undang yang jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau 

memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. 

3) Convenience of payment 

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat Wajib Pajak 

mempunyai uang, ini akan mengenakkan Wajib Pajak convenient. Tidak 

semua wajib pajak mempunyai saat convenience yang sama, yang 

mengenakkannya untuk membayar pajak. Seorang yang menerima gaji akan 

lebih mudah membayar pajak pada saat menerima gaji. Seorang petani lebih 
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mudah ditagih pajaknya setelah panen daripada saat menanam. Dalam 

Undang-undang pajak kita hal ini telah diakomodir. 

4) Economics of Collection 

Dalam pembuatan Undang-undang pajak, perlu dipertimbangkan 

bahwa biaya pemungutan harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk. 

Tidak ada artinya pengenaan pajak jika pemasukan pajaknya hanya untuk 

biaya pemungutan saja. 

Disamping syarat-syarat diatas, beberapa syarat lainnya adalah 

1) Syarat Yuridis 

Undang-undang pajak yang normatif harus memberikan kepastian 

hukum, seperti disebut Adam smith dengan certainty-nya. Dalam penyusunan 

Undang-undang pajak harus diperhatikan juga bahwa Undang-undang tersebut 

tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi 

dari Undang-undang, yaitu Undang-undang Dasar dan Ketetapan MPR yang 

merupakan norma yang mengikat umum, dan sudah barang tentu tidak boleh 

bertentangan dengan Pancasila yang merupakan falsafah negara.  

2) Syarat Ekonomis 

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada 

penguasa tanpa adanya imbalan secara langsung. Secara sepintas memang 

seperti itulah adanya. Namun kalau ditinjau dari segi yang lebih luas, ada 

imbalan secara tidak langsung dinikmati masyarakat seperti jalannya 

pemerintahan, pembangunan infrastruktur dan lain-lain. 
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3) Syarat financial (pemungutan harus dilakukan secara efisien) 

Sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara, maka 

hasil pemungutan pajak sedapat mungkin untuk menutup sebagian 

pengeluaran negara. Oleh karena pemungutan pajak harus diusahakan 

seefektif dan seefisien mungkin (tidak memakan biaya terlalu besar) dan 

pemungutan pajak hendaknya dapat mencegah inflasi 

4) Syarat Sosiologis 

Faktor yang harus ada dalam pemungutan pajak adalah harus adanya 

masyarakat karena tanpa adanya masyarakat maka tidak aka nada pajak. 

Dengan demikian pajak harus dipungut sesuai kebutuhan masyarakat dengan 

memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada waktu tertentu. Karena 

pajak nantinya juga digunkan untuk kepentingan masyarakat, maka 

pemungutannya harus atas persetujuan masyarakat. 

5) Sistem pemungutan harus sederhana 

Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan 

akan  meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. 

 
d. Asas Pemungutan Pajak 

1) Asas menurut falsafah hukum 

Artinya pajak dipungut berdasarkan hukum, yang berarti 

pemungutan pajak harus berdasarkan pada keadilan, selanjutnya keadilan 

ini sebagai asas pemungutan pajak. Beberapa teori yang mendasari 

pembenaran atas pemungutan pajak yaitu: 
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a) Teori Asuransi, artinya pemungutan pajak disamakan dengan 

pembayaran premi yang tidak mendapatkan kontraprestasi secara 

langsung. 

b) Teori kepentingan, artinya pembebanan pajak kepada masyarakat 

berdasarkan atas kepentingan masyarakat terhadap keamanan yang 

diberikan oleh negara atas kepentingan masyarakat terhadap keamanan 

yang diberikan oleh negara atas harta kekayaannya. 

c) Teori gaya pikul, artinya masyarakat akan membayar pajak 

berdasarkan pada pemanfaatan jasa-jasa yang diberikan oleh Negara 

kepada masyarakat. 

d) Teori bakti, disebut juga teori kewajiban mutlak, artinya pembayaran 

pajak sebagai suatu kewajiban untuk menunjukkan bakti masyarakat 

kepada Negara, dasar hukumnya terletak pada hubungan masyarakat 

dengan Negara. 

e) Teori asas daya beli, artinya pembayaran pajak tergantung pada daya 

beli masyarakat, sehingga pemungutan pajak menitik beratkan pada 

fungsi pajak mengatur. 

2) Asas Yuridis, artinya pemungutan pajak dilandasi oleh hukum 

pemungutan pajak Pasal 23, ayat (2) UUD’45. 

3) Asas Ekonomis, artinya pemungutan pajak selalu diupayakan untuk tidak 

menghambat kegiatan ekonomi baik masyarakat secara individu maupun 

ekonomi secara keseluruhan. 



 22

e. Tata Cara Pemungutan  Pajak 

Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang oleh sebab itu hokum 

pajak juga mengatur tentang tata cara pemungutan dalam hal stelsel pajak, 

cara pemungutan pajak dana asas pemungutan pajak: 

1) Stelsel pajak 

a) Stelsel Nyata(Rill Stelsel ) adalah pengenaan pajak didasarkan pada 

penghasilan nyata, sehingga pemungutan nya dilakukan pada akhir 

tahun pajak. Kelebihannya pajak yang dikenakan lebih nyata, 

kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir tahun. 

b) Stelsel anggapan (Fictive Stelsel) adalah pengenaan pajak didasarkan 

pada anggapan bahwa penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan 

tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak dapat ditetapkan 

besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan pajak dapat 

dibayar selama tahun berjalan, kelemahannya pajak yang dibayar tidak 

berdasar penghasilan riil. 

c) Stelsel campuran adalah kombinasi antara riil stelsel dan fictive stelsel 

prosedurnya yaitu pada awal tahun pajak dihitung berdasarkan 

anggapan, sedangkan pada akhir tahun pajak dihitung berdasarkan 

penghasilan riil. Maka pada akhir tahun akan terjadi lebih/ kurang 

bayar. Lebih bayar jika anggapan lebih besar dari riil dan sebaliknya. 

2) Asas pemungutan pajak  

a) Asas domisili (tempat tinggal) 

Negara dimana wajib pajak tinggal berhak menggunakan pajak 

terhadap semua penghasilan Wajib Pajak yang berdomisili 
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diwilayahnya, atas penghasilan yang berhasal dari dalam negeri 

maupun luar negeri. Dalam asas ini tidak dibedakan apakah 

penerimaan penghasilan tersebut adalah warga negara Indonesia 

ataupun bukan warga Negara. 

b) Asas Sumber 

Menurut asas ini pengenaan pajak didasarkan pada sumber atau 

tempat penghasilan berada. Apabila sumber penghasilan berada di 

Indonesia maka Negara Indonesia berhak memungut pajak kepada 

setiap warga negara (baik warga negara Indonesia maupun warga 

negara Asing, baik bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar 

Indonesia) yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

c) Asas kebangsaan 

Asas ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan 

suatu negara. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang 

yang mempunyai hubungan kebangsaan atau suatu Negara yang 

bersangkutan tanpa memandang apakah dia bertempat tinggal di dalam 

negeri atau di luar negeri. 

d) Sistem Pemungutan Pajak 

1) Official Assesment System adalah system pemungutan pajak yang 

berwenang atas penentuan besarnya pajak yang dipungut dari wajib 

pajak adalah pemerintah, sehingga yang menghitung dan menagih 

besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah 

pemerintahan. 
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2) Self Asseement System adalah system pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk 

menghitung, melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan 

menyetorkan pajaknya sendiri ke Kas Negara. 

3) Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan 

memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

 
f. Pengelompokan Pajak 

1) Pajak menurut golongan  

Menurut golongan pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung 

dan pajak tidak langsung (Achmad Tjahjono 2005:6) 

a) Pajak langsung 

Dalam pengertian ekonomis pajak langsung adalah pajak yang 

bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak 

boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administrative, 

pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. 

b) Pajak tidak langsung 

Dalam pengertian ekonomis pajak tidak langsung adalah pajak-

pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau 

konsumen. 

Dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung adalah pajak 

yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan 

terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. 
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2) Pajak Menurut Sifat 

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitu: 

a) Pajak Subjektif (bersifat perorangan) 

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama 

keadaan pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya harus 

ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat 

dengan keadaan materialnya. 

b) Pajak Objektif (bersifat kebendaan) 

Pajak objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu 

berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa 

yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian 

barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang 

bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah 

subjek pajak ini berkediaman di Indonesia ataupun tidak. 

3) Pajak Menurut Lembaga Pemungut 

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu: 

a) Pajak Negara (Pajak Pusat) 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang 

menyelengarakannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan 

hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga Negara 

pada umumnya 



 26

Contoh: 

1) Pajak Penghasilan (PPh) 

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

b) Pajak Daerah 

Pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti Provinsi, 

Kabupaten maupun Kotamadya berdasarkan peraturan daerah 

masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah 

Tangga Daerah masing-masing. 

Pajak Daerah dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Pajak Provinsi 

2) Pajak Kabupaten/Kota 

 
3. Pajak Bumi dan Bangunan 

a. Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang saat ini dikenal oleh 

masyarakat luas sebagai pajak atas pemilikan dan pemanfaatan bumi dan 

bangunan di Indonesia merupakan perubahan atas berbagai jenis pajak atas 

bumi (dan juga bangunan) yang sebelum tahun 1986 diberlakukan d 

Indonesia. Dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, pajak atas bumi dapat 

dikatakan sebagai jenis pungutan (pajak) yang paling tua. 

Pada Masa prasejarah (sebelum adanya kerajaan-kerajaan Hindu di 

Indonesia) rakyat sudah mulai dibebani dengan persembahan upeti atau 

penyerahan wajib dalam bentuk natura kepada para penguasa sebagai tanda 
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pengakuan atas kepemimpinan dan bukti rasa syukur atas pengayoman dari 

penguasa tersebut. Yang menjadi objek pemungutan pajak adalah harta 

berharga dari masyarakat agraris pada masa itu yaitu tanah pertanian R.Sa’ban 

2006 dalam Marihot Pahala Siahaan (2009 : 2) 

Objek dan Subjek Pajak PBB 

1) Objek PBB 

Yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau 

Bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yangada di 

bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan dalam pedalaman 

(termasuk rawa-rawa tembak pengairan) serta laut wilayah Republik 

Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan 

secara tetap pada tanah dan /atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha 

dan tempat yang diusahakan. 

Termasuk dalam pengertian bangunan di sini adalah; 

a) Jalan lingkungan yang terloetak dalam suatu kompleks bangunan, seperti 

hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan suatu 

kesatuan dengan kompleks banguna tersebut. 

b) Jalan tol. 

c) Kolam renang. 

d) Pagar mewah 

e) Tempat olah raga 

f) Galangan kapal, dermaga 

g) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas pipa minyak 
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h) Fasilitas lain yang memberikan manfaat 

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah obek yang: 

a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 

ibadah, social, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak 

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, 

rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dan lain-lain 

b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis 

dengan itu. 

c) Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah 

pengembalaan yang dikuasai oleh desadan tanah Negara yang belum 

dibebani suatu hak. 

d) Digunakan oleh perwakilan diplomatic berdasarkan asas perlakuan timbale 

balik. 

e) Digunakan oleh badan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan 

oleh menti keuangan. 

2) Subjek pajak 

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata, yaitu: 

a) Mempunyai suatu hak atas bumi. 

b) Memperoleh manfaat atas bumi . 

c) Memiliki bangunan. 

d) Menguasai bangunan. 

e) Memperoleh manfaat ats bangunan. 
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b. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan bangunan 

Dasar pengenan pajak Bumi dan bangunan adalah Nilai Jual Objek 

Pajak (NJOP), sebagaimana disebutkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) , 

sebagai dasar pengenaan pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 

transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilaman tidak dapat transaksi 

jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga 

dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual 

Objek Pajak Pengganti  

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2009:345) Dalam menghitung dasar 

kena pajak yang merupakan dasar untuk mengetahui PBB adalah dengan 

mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif PBB, yaitu sebesar 0,5%. 

Dasar pengenaan pajak dapat dicari dengan menetapkan terlebih dahulu Nilai 

Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dikurangi Nilai Jual Objek 

Pajak (NJOP). 

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli 

secara wajar, dan jika tidak terdapat transaksi jual beli maka NJOP ditentukan 

melalui perbandingan harga dengan objek pajak sejenis atau nilai perolehan 

baru atau NJOP pengganti. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh 

mentri keuangan. Yang menjadi dasar untuk menentukan NJOP adalah 

keadaan bumi dan bangunan awal tahun. 

Setelah mengetahui NJOP maka NJOP ini harus dikurangkan dengan  

NJOPTKP. Besarnya NJOPTKP bervariasi, yaitu antara Rp 8.000.000,00 

sampai dengan Rp 12.000.000,00. Jika seseorang memiliki objek pajak lebih 
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dari satu objek pajak maka hanya salah satu NJOP yang bisa dikurangi dengan 

NJOPTKP, yaitu dengan objek pajak terbesar. 

Besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) adalah sebesar 40% dan 20%. 

NJKP sebesar 40% dikenakan atas objek pajak perumahan dengan NJOP lebih 

besar atau sama dengan Rp 1.000.000.000,00, Objek pajak perkebunan yang 

luasnya sama atau lebih besar dari 25 Ha dan objek pajak kehutanan. 

Sedangkan NJKP 20% dikenakan terhadap objek pajak selain yang telah 

dikenakan NJKP 40%. 

 
c. Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan  

Tata cara pembayaran pajak Bumi dan Bangunan dilakukan 

berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), surat pelunasan 

berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan berdasarkan 

Surat Tagihan Pajak (STP). 

1) Pelunasan/pembayaran pajak berdasarkan SPPT Pajak yang terutang 

berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak 

tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. 

2) Pelunsan/ pembayaran pajak berdasarkan SKPKB 

Pajak yang terutang berdasarkan SKPKB harus dilunasi selambat-

lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak 

oleh Wajib Pajak. 

3) Pelunasan/ pembayaran pajak berdasarkan STP (Surat Tagihan Pajak) 

Pajak Bumi dan Bangunan terutang yang tercantum dalam surat 

Tagihan Pajak harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal 
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diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib Pajak. STP dikeluarkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak yang tidak melunasi atau 

kurang membayar pajak terutang dalam SPPT/SKPKB pada saat jatuh 

tempo. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak 

dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda adminstrasi sebesar 2% 

sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari 

pembayaran untuk jangka waktu paling lama dua puluh empat bulan. 

 
d. Tata Cara Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan 

Tata cara penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan 

menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat paksa (Valentina Sri S 

2003 :3) 

1) Penagihan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) 

Penangihan pajak dengan menerbitkan STP dilakukan Kantor Pelayanan 

Pajak jika pajak terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPKB tidak 

atau kurang dibayar pada tanggal jatuh tempo. 

2) Penagihan dengan Surat Paksa  

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa pajak yang terutang 

berdasarkan STP harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak 

diterimanya STP oleh Wajib Pajak. Jika wajin pajak tidak melunasi saat 

jatuh tempo akan diterbitkan surat teguran. Surat teguran diterbitkan 

setelah tujuh hari setelah jatuh tempo tidak dilakukan pembayaran. Jika 

wajib Pajak tidak melunasi kewajiban pajaknya sesuai dengan tanggal 

jatuh tempo seperti yang tercantum dalam Surat Teguran, maka Kepala 

Kantor Pelayanan Pajak PBB akan diterbitkan Surat Paksa. 
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Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan 

pajak kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/ 

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. Pelimpahan wewenang ini 

hanya terbatas sebagai pemungut pajak saja. Pendataan wewenang ini 

hanya terbatas sebagai pemungut pajak saja. Pendataan dan penetapan 

pajak yang terutang tetap menjadi wewenang dari Menteri Keuangan 

(Direktorat Jenderal Pajak). 

 
e. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bagi Pemerintah Daerah 

merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus dicantumkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penggunaannya harus 

diselaraskan dengan pembangunan nasional. 

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

552/ KMK.03/2002 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daera, hasil penerimaan 

PBB merupakan penerimaan Negara yang disetor sepenuhnya ke rekening 

Kas Negara. Dari jumlah penerima PBB tersebut,sebesar 10%-nya merupakan 

penerimaan bagian Pemerintah Pusat, sedangkan 90% dari hasil penerimaan 

merupakan penerimaan bagian Pemerintah Daerah yang dirinci sebagai 

berikut: 

1) 16,2 % (enam belas koma dua persen) untuk Daerah Propinsi yang 

bersangkutan. 
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2) 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk Daerah 

Kabupaten/Kota yang bersangutan. 

3) 9% (Sembilan persen) untuk Biaya Pemungutan yang dibagikan kepada 

Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah. 

 
B. Kerangka Konseptual 

Efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak adalah seberapa jauh 

tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai dengan terlebih dahulu menentukan 

target yang akan dicapainya. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas 

menurut Hidayat dalam Danfar (2009) yang menjelaskan bahwa Efektivitas 

adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan 

waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin 

tinggi efektivitasnya. 

Dapat dilihat pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan belum 

mencapai tujuan yang diharapkan yaitu masih rendahnya penerimaan pajak bumi 

dan bangunan oleh masyarakat. Yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak 

bumi dan bangunan ini disebabkan karena kurang sadarnya masyarakat akan 

pemenuhan kewajibannya dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Maka 

untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan ini 

para aparat pemungut pajak harus berupaya agar pelaksanaan pemungutan pajak 

bumi dan bangunan bisa lebih efektif 

Disamping itu faktor-faktor yang mempengaruhi optimalnya penerimaan 

PBB, hal ini disebabkan oleh : 
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1. Wajib pajak 

2. Aparat Pemungut Pajak 

Dari keseluruhan faktor itu dapat dilihat berapa besar potensi dan realisasi 

yang didapatkan dari penerimaan PBB jika potensi sama besar dengan realisasi 

maka penerimaan tersebut disebut efektif. 

Kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan seperti bagan 

dibawah 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 
Kerangka Konseptual  

Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari 
Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman 

 
 

 

Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi 
dan Bangunan: 

1. Paham Mengenai Otomasi Tujuan 
2. Persfektif Sistematika 
3. Tekanan pada segi Perilaku Manusia 

dalam Susunan Organisasi 
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Bangunan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas 

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan: 
1. Wajib pajak 
2. Aparat Pemungut Pajak 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada Bab IV tentang 

Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat ditarik 

kesimpulan : 

1. Secara umum, dapat dikatakan bahwa efektivitas pelaksanaan pemungutan 

pajak bumi dan bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto 

Kabupaten padang Pariaman pada tahun 2010 sudah efektif, hal ini  terbukti 

dengan berhasilnya nagari mencapai tujuan yang layak dicapai dalam 

pemungutan pajak bumi dan bangunan, yaitu meningkatnya persentase 

pelunasan pajak bumi dan bangunan sebesar 72%, adanya interaksi antara wali 

nagari, aparat pemungut pajak dengan masyarakat, serta aparat pemungut 

pajak telah menunjukkan kinerja yang baik.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak 

bumi dan bangunan adalah: a) Wajib Pajak, kesadaran wajib pajak Nagari 

Balah Aie sudah mulai meningkat dimana wajib pajak sudah melaksanakan 

kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan, b) Aparat 

pemungut pajak, dalam melaksanakan tugasnya aparat pemungut pajak telah 

meunjukkan kinerja tang baik sehingga palaksanaan pemungutan pajak bumi 

dan bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang 

Pariaman bisa efektif. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tentang efektivitas Pelaksanaan Pemungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten 

Padang Pariaman, maka saran yang dapat penulis berikan adalah: 

1. Saran yang dapat diberikan kepada pemungut pajak adalah memberikan 

penjelasan kepada seluruh masyarakat akan pentingnya/kegunaan dan manfaat 

Pajak Bumi dan Bangunan dan diharapkan intensitas penyuluhan atau 

pertemuan lebih ditingkatkan atau lebih intensif dan kontinue di daerah 

setempat yang khususnya membicarakan masalah atau hal-hal yang berkaitan 

dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini agar target penerimaan pajak bumi 

dan bangunan bisa terealisasi sampai 100% sehingga tercapainya efektivitas 

pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang lebih baik lagi. 

2. Aparat pemungut pajak lebih giat lagi melakukan penagihan kepada 

masyarakat agar masyarakat tidak lupa akan kewajibannya tersebut. 

3. Memberikan reward yang lebih besar keada aparat pemungut pajak bumi dan 

bangunan sehingga aparat pemungut pajak lebih giat melaksanakan tugasnya 

4. Menetapkan reward and punishment yang jelas bagi wajib pajak sehingga 

diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya agar 

pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai hasil yang maksimal. 
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